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Denda Pajak Dihapus 100 Persen, Masyarakat Terkena Dampak Banjir Gratis PBB 

 

Sumber Gambar: 

Suarantb.com 

 

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan penghapusan denda 100 

persen bagi penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, masyarakat terkena dampak banjir 

digratiskan membayar pokok pajak bumi dan bangunan. 

Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada, Senin, 4 Agustus 2025 menerangkan, 

kebijakan penghapusan denda pajak 100 persen untuk menata keuangan daerah dari sektor pendapatan asli 

daerah. Pihaknya juga ingin memberikan keringanan bagi masyarakat agar tidak terkena sanksi denda. 

“Masyarakat masih banyak yang menanyakan masalah itu, sehingga Pak Wali mengambil kebijakan 

menghapus denda pajak,” jelasnya. 

Penghapusan denda pajak berlaku di bawah tahun 2025. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan mulai 

Agustus hingga Oktober. Pihaknya akan mengevaluasi dan melihat perkembangan efektifitas program 

tersebut. Apabila dirasa memberikan dampak signifikan maka kemungkinan diperpanjang sampai akhir 

tahun 2025. “Nanti kita laporkan ke Pak Wali mudah-mudahan ada kebijakan memperpanjang sampai akhir 

tahun,” terangnya. 

Target PBB di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai Rp30 miliar. Alwan 

menyebutkan, potensi sebenarnya melebihi dari target tersebut. Potensi ini akan disisir kembali supaya 

salah satu potensi pendapatan asli daerah bisa dioptimalkan. 

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menyebutkan, kebijakan 

penghapusan pajak 100 persen berpotensi ada kehilangan PAD mencapai 10 miliar. ‘’Iya,sebenarnya 

rugilah daerah,’’ jawabnya. 

https://mataram.antaranews.com/
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Masyarakat diminta disiplin atau tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk ketaatan 

membayar pajak. Alwan berharap kebijakan penghapusan denda pajak ini, dapat mendongkrak kesadaran 

masyarakat membayar pajak. 

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Ahmad 

Amrin menambahkan, kebijakan penghapusan denda pajak berpotensi menghilangkan pendapatan daerah 

mencapai sekitar Rp5 miliar – Rp6 miliar. Potensi kehilangan pendapatan ini dari denda pajak bumi dan 

bangunan Rp36 miliar. 

Dari kebijakan ini kata Amrin, sebagai upaya mitigasi piutang. Selain itu, masyarakat yang tidak mampu 

terdampak banjir akan digratiskan pokok pembayaran PBB. “Nanti kita akan koordinasikan dengan 

kelurahan. Paling tidak mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Kita akan bebaskan pokok pajaknya,” 

demikian kata dia. (cem) 

 

Sumber berita: 

1. https://suarantb.com/2025/08/05/denda-pajak-dihapus-100-persen-masyarakat-terkena-dampak-banjir-

gratis-pbb/, diakses tanggal 5 Agustus 2025; 

2. https://www.detik.com/bali/nusra/d-8044886/pemkot-mataram-hapus-denda-pbb-100-persen-hingga-

31-oktober, diakses tanggal 5 Agustus 2025. 

 

Catatan: 

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa: 

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 

4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
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5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. 

6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa: 

1. Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai 

Pajak. 

3. Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

5. Pasal 1 angka 34 menyebutkan bahwa Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman. 

6. Pasal 1 angka 35 menyebutkan bahwa Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi. 

7. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

c. PAB; 

d. PBBKB; 

e. PAP; 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB. 

8. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 
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a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT; 

d. Pajak Reklame; 

e. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

9. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

10. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan 

Bumi hasil kegiatan reklamasi ataunpengurukan. 

11. Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: 

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor 

penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan 

untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digu.nakan untuk tempat makam (kuburan), 

peninggalan purbakala, atau yang sejenis;  

d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik;  

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya 

terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; 
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h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah; dan  

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. 

12. Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan 

13. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa Wajib Pajak PBB-P2 adala}r orang pribadi atau Badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

14. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

15. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

16. Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

17. Pasal 40 ayat (4) menyebutkan bahwa Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu 

objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. 

18. Pasal 40 ayat (5) menyebutkan bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan 

paling rendah 2O% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah 

dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

19. Pasal 40 ayat (6) menyebutkan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 

(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. 

20. Pasal 40 ayat (7) menyebutkan bahwa Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

21. Pasal 40 ayat (8) menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 


